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Abstract

One part of telemedicine is the existence of a website-based health clinic service then written
online clinic, in this online clinic patients can consult with doctors through the internet about the
disease problems suffered by patients and even doctors can diagnose the patient's condition
without doing anamesis and examination directly physical, but also can buy drugs directly from
the online clinic with the advice of doctors who diagnose the patient concerned and the delivery
of the drug was carried out by express delivery services. So it is interesting to study how the
responsibility of doctors who have provided health services online if the patient receives a loss.
The type of research | use is normative juridical, i.e. legal research conducted by examining
library materials or secondary data. Normative legal research is carried out on laws and
regulations relating to legal protection of patients who obtain online-based health services. This
research is a kind of analytical descriptive research, which describes the applicable laws and
regulations or positive law related to legal theory and practice of implementing positive law in
society.
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Abstrak
Salah satu bagian dari telemedicine adalah dengan adanya layanan klinik kesehatan berbasis
website selanjutnya ditulis klinik online, di dalam klinik online ini pasien dapat berkonsultasi
dengan dokter melalui media internet mengenai masalah penyakit yang di derita oleh pasien
bahkan dokter dapat mendiagnosis keadaan pasien tanpa melakukan anamesis dan pemeriksaan
fisik secara langsung, selain itu juga dapat membeli obat langsung dari Klinik online tersebut
dengan anjuran dari dokter yang mendiagnosis pasien yang bersangkutan dan pengiriman
obatnya pun dilakukan melalui jasa titipan kilat. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana
pertanggungjawaban dokter yang telah memberikan Pelayanan Kesehatan secara online apabila
pasien menerima kerugian. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perlindungan hukum terhadap pasien yang memperoleh Pelayanan Kesehatan berbasis
online. penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori
hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat.
Kata kunci: Telemedicine, Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN
plikasi telemedicine di Indonesia
sudah berkembang sekitar 35% dan
akan berkembang lebih pesat lagi
dalam beberapa tahun ke depan sehingga da-
lam beberapa tahun terakhir, salah satu sektor
aplikasi system informasi yang meupakan sys-
tem medis semakin menunjukkan kepentingan
dalam mengembangkan system komunikasi
yang dapat memberikan fasilitas bagi dokter
dan perawat yang bekerja di tempat yang
berbeda pada saat yang sama.
Hal diatas merupakan dampak kemajuan
di bidang teknologi mengakibatkan adanya
suatu jenis pelayanan baru pada bidang kese-
hatan, salah satunya dengan adanya teleme-
dicine. Telemedicine merupakan suatu layanan
kesehatan antara dokter atau praktisi keseha-
tan dengan pasien jarak jauh guna mengirim-
kan data medik pasien menggunakan komuni-
kasi audio visual menggunakan infrastruktur
telekomunikasi yang sudah ada misalnya
menggunakan internet, satelit dan lain seba-
gainya. Salah satu bagian dari telemedicine
adalah dengan adanya layanan klinik keseha-

tan berbasis website selanjutnya ditulis klinik

online, di dalam klinik online ini pasien dapat
berkonsultasi dengan dokter melalui media
internet mengenai masalah penyakit yang di
derita oleh pasien bahkan dokter dapat mendi-
agnosis keadaan pasien tanpa melakukan ana-
mnesis dan pemeriksaan fisik secara langsung,
selain itu juga dapat membeli obat langsung
dari klinik online tersebut dengan anjuran dari
dokter yang mendiagnosis pasien yang ber-
sangkutan dan pengiriman obatnya pun dila-
kukan melalui jasa titipan kilat.
Il. KAJIAN TEORI

Salah satu contoh media telemedicine
adalah Halodoc yang memberikan pelayanan
kesehatan dengan memanfaatkan teknologi
dan informasi, artinya Kklinik online tersebut
melakukan transaksi secara online dengan me-
nggunakan computer, jaringan computer dan
media elektronik lainnya. Proses pembayaran
serta pembelian obatnya pun dilakukan mela-
lui jasa pengiriman tanpa harus bertatap muka
antara dokter dan pasien.

Adanya klinik online ini dilatarbelaka-
ngi oleh tersebarnya pasien klinik tersebut di
berbagai wilayah sehingga mampu memberi-

kan solusi terhadap pelayanan kesehatan yang
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terbatas pada lingkup geografis dan waktu
serta diharapkan mampu memperkenalkan la-
yanan dan fasilitas fisiknya kepada lingkup
masyarakat yang lebih luas melalui media
internet. Di satu sisi layanan ini memudahkan
proses pemberian pelayanan dan upaya kese-
hatan yang dilakukan oleh dokter maupun pa-
sien dengan tidak adanya Batasan jarak, tetapi
di sisi lain klinik online tersebut di dalamnya
terdapat praktik kedokteran. Jika melihat stan-
dart kedokteran yang dilakukan di dalam kli-
nik konvensional tentu hal ini tidak akan
menimbulkan suatu masalah karena kejelasan
dalam hal pengaturannya tetapi praktik kedok-
teran yang dilakukan di dalam klinik konven-
sional tentu hal pengaturannya tetapi praktik
kedokteran yang dilakukan di Klinik online
tentu akan menimbulkan suatu permasalahan
tersendiri, karena proses mendiagnosis secara
online oleh dokter dilakukan dengan tidak
bertatap muka dengan pasien sehingga besar
kemungkinan terjadi kesalahan diagnosis
terhadap pasien.

Diagnosis itu sendiri adalah identifikasi
sifat-sifat penyakit atau kondisi atau membe-
dakan satu penyakit atau kondisi dari yang
lain. Karena besarnya presentasi kesalahan
pendiagnosaan oleh doker kepada pasien da-

lam klinik online hal tersebut merupakan salah

satu tantangan yang harus di hadapi untuk
kemajuan di bidang kesehatan. Jika kesalahan
diagnosis oleh dokter terjadi maka sudah
seharusnya dokter dapat dimintai pertang-
gungjawabannya karena pada umumnya setiap
orang harus bertanggung jawab terhadap se-
tiap tindakan atau perbuatan yang mereka
lakukan.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai klinik yang
melakukan pelayanan kesehatan melalui dunia
maya dengan memanfaatkan jaringan internet.
Hal tersebut memberikan kemudahan masya-
rakat luas melakukan upaya kesehatan tanpa
harus secara langsung bertatap muka dengan
dokter. Sedangkan di sisi lain inovasi dan per-
kembangan kemajuan di bidang kesehatan
tersebut juga memiliki celah untuk terjadinya
sengketa di bidang hukum, sehingga menarik
untuk diteliti lebih mendalam mengenai hal
tersebut.

I11. METODE PENELITIAN
a) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan
adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hu-
kum yang dilakukan dengan cara meneliti ba-
han pustaka atau data sekunder. Penelitian hu-
kum normatif dilakukan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan
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perlindungan hukum terhadap pasien yang
memperoleh Pelayanan Kesehatan berbasis
online. penelitian ini termasuk jenis peneliti-
an deskriptif analitis, yaitu menggambarkan
peraturan perundang-undangan yang berla-
ku atau hukum positif dikaitkan dengan teo-
ri hukum dan praktek pelaksanaan hukum
positif dalam masyarakat. Penelitian des-
kriptif merupakan penelitian untuk meme-
cahkan masalah yang ada pada masa seka-
rang (masalah aktual) dengan mengumpulkan
data, menyusun, mengklasifikasikan, menga-
nalisis dan menginterpretasikannya. Dengan
demikian, dari penelitian ini dapat membe-
rikan gambaran mengenai pengaturan penye-
diaan layanan medis berbasis online, dan oleh
karena penelitian ini lebih menitikberatkan
pada pendekatan yuridis normatif, maka pe-
nentuan populasi, sample dan teknik sampling
bukan merupakan suatu keharusan.
b) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam
penulisan tesis ini disesuaikan dengan jenis
penelitian yang diambil. Oleh karena itu
pendekatan yang digunakan mencakup pende-
katan Peraturan Perundang-Undangan (Statute
Approach) dan pendekatan konseptual (Con-
septual

Approach). Peraturan Perundang-

Undangan (Conseptual Approach) ialah meto-

de pendekatan yang digunakan untuk mema-
hami hirarki perundang-undangan dan asas-
asas yang ada didalam peraturan perundang-
undangan. peraturan perundang-undangan di-
lakukan dengan menalaah semua undang-un-
dang dan regulasi yang berhubungan dengan
isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari
telaah tersebut merupakan suatu argumen un-
tuk memecahkan isu nyang dihadapi. Pende-
atan konseptual (Conseptual Approach) digu-
nakan uttuk menganalisis kerangka pikir, ke-
rangka konseptual atau landasan teoritis legal
issue yang akan diteliti. Pendekatan konsep-
tual dilakukan manakala tidak beranjak dari
aturan hukum yang ada. Hal itu dilakuan
karena memang belum atau tidak ada aturan
hukum untuk masalah yang dihadapi.

¢) Sumber Bahan Hukum

1. Sumber penelitian ini diperoleh dari
kepustakaan atau studi dokumen dimana
leteratur ataupun ketentuan-ketentuan pe-
rundang-undangan yang berkaitan dengan
permasalahan yang penulis bahas. Bahan —
bahan atau sumber data yang dapat dijadi-
kan obyek studi dalam penulisan ini adalah
data sekunder yang terdiri dari baham hu-
kum primer yang digunakan adalah terdiri
Undang-Undang Dasar 1945, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

dari:
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serta peraturan perundang-undangan lain-
nya yang berkaitan dengan hal ini.

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan
adalah yang berasal dari dari literatur,
jurnal hukum, dan leteratur lainnya yang
berkaitan dengan permasalahan.

d) Teknik analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum merupakan pro-
ses penyederhanaan keadaan bentuk yang le-
bih mudah dibaca dan di pahami sehingga da-
lam penulisan ini memberikan gambaran atas
masalah yang diangkat atau dibahas sesuai
dengan rumusan masalah sebelumnya. Proses
analisa bahan hukum merupakan suatu proses
untuk menemukan jawaban atas pertanyaan
dari pokok permasalahan. Seperti diketahui
dalam penulisan ini menggunakan metode
pendekatan normatif.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan
adalah membandingkan peraturan-peraturan,
ketentuan, dan buku refrensi, serta data yang
diperoleh mengenai perlindungan terhadap pa-
sien yang memperoleh pelayanan kesehatan
melalui media berbasis online. Kemudian dia-
nalisis secara kualitatif yang akan memberikan
gambaran menyeluruh tentang aspek hukum
yang berhubungan dengan masalah yang akan
diteliti.

IV. HASIL PENELITIAN
1.Hubungan hukum dokter dan pasien

dalam perspektif Pelayanan Kesehatan

online

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekt-
ronik tidak mengatur secara tegas syarat-sya-
rat suatu kontrak dapat diakui sebagai perjan-
jian elektronik. Dimana kedudukan Perjanjian
Medis telemedicine dalam Hukum di Indone-
sia terletak pada bidang Hukum Perdata, maka
segala syarat yang diatur mengenai perjanjian
dalam buku ketiga KUHPerdata berlaku untuk
menentukan syarat sahnya perjanjian teleme-
dicine. Dalam pasal 1320 dijelaskan syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain
sebagai berikut:
a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan

Dirinya

Suatu kesepakatan biasanya selalu dia-

wali dengan adanya penawaran oleh suatu
pihak dan dilanjutkan dengan adanya tangga-
pan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika
penawaran tersebut tidak ditanggapi atau di-
respon oleh pihak lain, maka tidak akan mu-
ngkin tercipta kesepakatan, oleh sebab itu
diperlukan dua belah pihak untuk melahirkan
suatu kesepakatan. Pasal 1321 KUHPerdata

menentukan bahwa : “tiada sepakat yang sah
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apabila sepakat itu diberikan karena kekhi-
lafan atau di perolehnya dengan paksaan atau
penipuan”.

Dalam konsep telemedicine kesepakatan
perjanjian tidak diberikan secara langsung me-
lainkan melalui media elektronik dalam hal ini
adalah internet, tidak seperti yang didapat da-
lam perjanjian langsung. Pada pelayanan me-
dis yang menggunakan media internet, pihak
yang memberikan penawaran adalah pihak e-
clinic yang dalam hal ini menawarkan pela-
yanan kesehatan melalui website. Semua pi-
hak pengguna internet dapat dengan bebas
untuk melihat e-clinic tersebut atau untuk
membeli obat-obatan atau jasa pelayanan
konsultasi medis yang mereka butuhkan atau
minati. Jika memang pengguna internet terta-
rik untuk membeli suatu produk medis dia ha-
nya perlu mengklik barang yang sesuai keingi-
nannya, biasanya setelah pemesanan tersebut
sampai kepada e-clinic, maka e-clinic akan
mengirim e-mail atau melalui telepon untuk
menginformasikan pesanan tersebut kepada
costumer.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu
Perikatan

Dalam pelayanan medis berbasis online

sangat sulit menentukan seseorang yang mela-

kukan transaksi telah dewasa atau tidak berada

dibawah pengampunan karena proses penawa-
ran dan penerimaan tidak secara langsung di-
lakukan, akan tetapi hanya melalui media vir-
tual yang rawan pada rekayasa dan penipuan.
Akan tetapi sebagaimana layaknya transaksi
bisnis biasa jika ternyata yang melakukan
perjanjian telemedicine ini adalah orang yang
tidak cakap, pihak yang dirugikan atas perjan-
jian tersebut dapat menuntut agar perjanjian
itu dibatalkan. Sesuai dengan pasal 1330
KUHPerdata maka mereka yang dianggap
tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian
adalah:
¢ Orang-orang yang belum dewasa
e Mereka yang ditaruh dibawah pengam-
punan
e Orang-orang perempuan dalam hal-hal
yang ditetapkan oleh undang-undang dan
pada umumnya semua orang kepada siapa
undang-undang telah melarang membuat
perjanjian-perjanjian tertentu.
c. Suatu Hal Tertentu
Dalam pasal 1332 KUHPerdata diatur
bahwa: “hanya barang-barang yang dapat di-
perdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu
perjanjian”. Lalu dalam pasal selanjutnya
yaitu pasal 1333 ayat 1 KUHPerdata mengatur

bahwa: “suatu perjanjian harus mempunyai
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sebagai pokok suatu barang yang paling
sedikit ditentukan jenisnya”.

Suatu hal tertentu merupakan pokok per-
janjian, yang merupakan suatu prestasi yang
harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, meru-
pakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus ter-
tentu dan sekurang-kurangnya dapat ditentu-
kan jenisnya, dan yang diperjanjikan ini harus
cukup jelas. Syarat bahwa prestasi tersebut
harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya
adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban
dari kedua belah pihak. Jika prestasi atau
sebab itu tidak jelas atau kabur, akibat hokum
dari tidak terpenuhinya syarat ini maka perjan-
jian itu dapat batal demi hukum.

Dalam pelayanan Kesehatan berbasis
online yang menggunakan E-Clinic ini tidak
semua jenis barang dapat diperjual belikan
karena ada barang tertentu yang tidak dapat
diperjual belikan misalnya obat-obatan yang
mengandung bahan nikotin.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang dilarang dijelaskan
dalam pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi:
“suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang
oleh undang — undang atau apabila berlawa-
nan dengan kesusilaan baik atau ketertiban

umum”.

Sebab yang halal yang dimaksud dalam
pasal 1320 KUHPerdata yaitu “isi perjanjian”
yang menggambarkan tujuan yang akan dica-
pai oleh para pihak yang tidak melanggar un-
dang-undang, kesusilaan dan ketertiban u-
mum. Dalam pasal 1335 KUHPerdata menje-
laskan bahwa : “suatu perjanjian tanpa sebab
atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab
yang palsu atau terlarang tidak mempunyai
kekuatan”.

Jelas sekali bahwa dalam pasal ini per-
janjian yang dibuat tanpa alasan yang jelas
atau karena suatu sebab palsu dan terlarang
tidak akan melahirkan kekuatan hukum. Pasal
1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa: “se-
mua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya (ayat 1) suatu perjanjian tidak
dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak atau karena alasan-alasan
yang oleh undang-undang dinyatakan cukup
untuk itu (ayat 2) suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik (ayat 3)”.

Dari penjelasan pasal 1338 KUHPerdata
tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjan-
jian telemedicine termasuk perjanjian elektro-
nik yang dibuat mengikuti syarat-syarat sah-
nya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata

memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang
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melaksanakan perjanjian tersebut. Walaupun
dalam telemedicine perjanjiannya mengguna-
kan media internet dan tidak tertuang dalam
tulisan diatas kertas biasa melainkan berupa
data digital. Perjanjian telemedicine memiliki
kekuatan mengikat juga dijelaskan dalam Un-
dang — undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal
18 ayat 1 yang berbunyi “transaksi elektronik
yang dituangkan kedalam kontrak elektronik
mengikat para pihak.” Sesuai dengan bunyi
pasal 18 ayat 1 UU ITE maka perjanjian tele-
medicine memiliki kekuatan yang mengikat
para pihak yang membuatnya. Perjanjian tele-
medicine harus memiliki kekuatan hukum
yang sama dengan kekuatan hukum perjanjian
terapeutik.

2. Tanggungjawab dokter yang telah
memberikan Pelayanan Kesehatan
secara online ketika pasien mengalami
kerugian

Pada Umumnya, setiap orang harus
bertanggung jawab terhadap tindakan atau
perbuatannya. Oleh karena itu, bertanggung
jawab diartikan sebagai terikat sehingga tang-
gung jawab dalam pengertian hukum berarti
keterikatan. Tindakan atau perbuatan dokter
sebagai subjek hukum dalam pergaulan ma-

syarakat dapat dibedakan antara tindakan-tin-

dakan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan
profesinya dan tanggung jawab hukum yang
berkaitan dengan profesinya. Tanggung jawab
hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan
profesinya masih dapat dibedakan antara tang-
gung jawab terhadap ketentuan-ketentuan pro-
fessional sebagaimana diatur dalam Kode Etik
Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan tang-
gung jawab hukum terhadap ketentuan-keten-
tuan hukum yang meliputi hukum adminis-
trative, hukum pidana dan hukum perdata
Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-
Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Keseha-
tan mengatur setiap orang berhak menuntut
ganti rugi terhadap seseorang, tenaga keseha-
tan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang
menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau
kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang di-
terimanya. Ganti rugi sebagaimana dimaksud
dalam ayat diatas dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan karena dalam hukum kese-
hatan meliputi hukum perdata, pidana dan ad-
ministrasi maka secara umum konsep tang-
gung jawab hukum meliputi tanggung jawab
hukum dalam hal privat serta public. Tang-
gung jawab bidang hukum privat yaitu tang-
gung jawab hukum dalam hukum perdata da-

pat berupa tanggung jawab berdasarkan wan-
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prestasi dan tanggung jawab berdasarkan per-
buatan melanggar hukum. Sedangkan tang-
gung jawab hukum dalam hukum public se-
perti tanggung jawab secara administrasi dan
tanggung jawab pidana. Pertanggung jawaban
masing-masing ruang lingkup akan dijabarkan
dalam penjelasan dibawah ini :
a. Tanggung jawab hukum dalam hukum
perdata

Lahirnya tanggung jawab hukum secara
keperdataan disebabkan adanya perjanjian
adanya perjanjian terapeutik antara dokter
dengan pasien yang menimbulkan hak dan
kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum
berdasarkan perjanjian terepeutik tersebut,
dokter melanggar apa yang menjadi kewaji-
bannya yang menyebabkan kerugian terhadap
pasien maka tanggung jawab perdata dapat di
dasarkan pada dua hal yaitu tanggung jawab
berdasarkan wanprestasi dan perbuatan mela-
wan hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 1239 KUHPerdata mengatur bahwa tiap-
tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak
berbuat sesuatu apabila si berutang tidak me-
menuhi kewajibannya, mendapatkan penyele-
saiannya dalam kewajiban memberikan peng-
gantian biaya, rugi dan bunga. Wanprestasi
merupakan suatu keadaan dimana seseorang

tidak memenuhi kewajiban yang di dasarkan

pada suatu perjanjian atau kontrak. Berda-
sarkan hal tersebut seseorang dokter dapat di-
anggap melakukan wanprestasi apabila :
- Dokter tidak melakukan yang disanggupi
akan dilakukan
- Dokter terlambat melakukan sesuatu apa
yang dijanjikan akan dilakukan
- Dokter melaksanakan apa yang dijanjikan
tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- Dokter melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukan
Dari sudut hukum perdata, hubungan
hukum dokter dan pasien berada dalam suatu
perikatan hukum. Perikatan artinya hal yang
mengikat subyek hukum yang satu terhadap
subyek hukum yang lain. Perikatan hukum
adalah suatu ikatan antara dua subyek hukum
atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu.
Pasien yang tidak sembuh tidak dapat
dijadikan sabagai alasan wanprestasi bagi
dokter selama perlakuan medis dilakukan ti-
dak menyimpang dari standar profesi medis
dan standar prosedur operasional karena hubu-
ngan dokter dan pasien bukan hubungan yang
berorientasi pada hasil Pelayanan Kesehatan
melainkan hubungan atas dasar perlakukan
medis dengan seabik-baiknya dan secara mak-
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simal dan tidak salah langkah atau prosedur
dan dokter tidak dibebani hasil akhir.

Berbeda dengan tanggung jawab hukum
dokter karena wanprestasi yang tuntutan ganti
kerugiannya didasarkan pada perikatan yang
lahir karena perjanjian maka pada tanggung
jawab hukum dokter atas perbuatan melawan
hukum tidak harus di dahului adanyanya per-
janjian.

Lebih lanjut perbuatan melawan hukum
menurut pasal 1365 KUHPerdata yaitu tiap
perbuatan melanggar hukum yang membawa
kerugian kepada orang lain mewajibkan ka-
rena salahnya menerbitkan kerugian itu meng-
ganti kerugian tersebut. Prosedur gugatan per-
data berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata di-
maksudkan agar dokter bertanggung jawab se-
cara perdata berupa pembayaran ganti kerugi-
an yang harus dapat dibuktikan oleh pasien
bahwa :

Tidakan dokter tersebut bersifat melawan

hukum
- Benar-benar bersalah
- Penggugat dalam hal ini pasien memang
menderita kerugian
- Kerugian tersebut akibat dari kesalahan
dokter
Undang-Undang tidak memberikan Ba-

tasan tentang perbuatan melawan hukum, ya-

ng harus ditafsirkan oleh peradilan. Apa yang
1365

KUHPerdata bias dalam bentuk kesengajaan

dimaksud dengan salahnya Pasal
ataupun kelalaian dokter, baik dalam hal
berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu dalam
suatu tindakan medis kepada pasien. Kerugian
yang ditimbulkan haruslah diakibatkan oleh
tindakan medis yang salah dan kesalahan
tersebut harus dibuktikan, baik dari sudut
keilmuan kedokteran maupun dari sudut ilmu
hukum

b. Tanggung jawab hukum oleh dokter

dalam hukum pidana

Tanggung jawab pidana seorang dokter
khususnya yang menyangkut dengan kelalai-
anya, hal mana dilandaskan pada teori kesala-
han dalam hukum pidana. Tanggung jawab pi-
dana akan timbul apabila dapat dibuktikan
adanya kesalahan medis misalnya kesalahan
dalam diagnose atau kesalahan dalam cara
pengobatan atau perawatan.

Dari segi hukum, kesalahan atau kelala-
ian akan selalu berkait dengan sifat melawan
hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan
oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
Seseorang dikatakan mampu bertanggung ja-
wab apabila dapat menyadari makna dari per-
buatannya, dapat menyadari perbuatannya itu

tidak sesuai dalam pergaulan masyarakat dan
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mampu untuk menentukan niat atau kehendak-
nya dalam melakukan perbuatan tersebut.

Kesalahan medis atau medical malprac-
tice merupakan istilah yang akan muncul, keti-
ka dalam tindakan dokter, mengakibatkan ke-
rugian terhadap pasien seperti misalnya cacat
ataupun matinya pasien, walaupun cacat atau
matinya pasien harus dibuktikan terlebih
dahulu baik secara etika kedokteran serta hu-
kum pidana. Istilah malpraktek kedokteran
sebenarnya dikenal secara luas oleh masyara-
kat ketika ada kasus yang terdapat dalam du-
nia medis. Namun berdasar hal tersebut lebih
tepat ketika memakai istilah kesalahan medis,
dibanding istilah malpraktek kedokteran, dika-
renakan istilah malpraktek kedokteran tidak
ada dasar hukum yang mengatur baik ditinjau
dari pengaturan yang terdapat dalam disiplin
ilmu kedokteran, etik kedokteran dan hukum
pidana.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan
sebagai kesalahan medis jika memenuhi unsur
delik pidana yaitu perbuatan tersebut merupa-
kan perbuatan tercela dan dilakukan sikap
batin yang salah yaitu kesengajaan, kecerobo-
han atau kealpaan. Beberapa contoh dari kesa-
lahan medis yang berupa kesengajaan adalah
melakukan aborsi tanpa indikasi medis, mem-

bocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan

pertolongan seseorang dalam keadaan darurat
melakukan euthanasia, menerbitkan surat ke-
terangan dokter yang tidak benar, membuat
visum et repertum yang tidak benar dan mem-
berikan keterangan yang tidak benar di siding
pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli
Bertolak pada pembahasan sebelumnya
dimana salah satu permasalahan hukum yang
dapat terindikasi sebagai kesalahan medis atas
penggunaan layanan medis online vyaitu
mengenai ditampilkannya hasil riwayat kon-
sultasi antara dokter dengan pasien sehingga
dapat diakses oleh pengguna lainnya tanpa
persetujuan pasien yang tidak sesuai dengan
kewajiban dokter baik menurut etik maupun
menurut ketentuan undang-undang. Berkaitan
dengan rahasia kedokteran Pasal 2323 KUHP
mengatur barangsiapa dengan sengaja mem-
buka rahasia yang wajib disimpannya karena
jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang
maupun yang dahulu, diancam dengan pidana
pernjara paling lama Sembilan bulan atau
denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.
Ketentuan mengenai kewajiban seorang
dokter untuk menjaga rahasia pasien lebih lan-
jut diatur dalam Pasal 51 huruf c yaitu
merahasiakan segala sesuatu yang diketahui-
nya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien

itu meninggal dunia. Dalam hal pemberian
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sanksi terhadap pelanggaran terhadap rahasia
kedokteran telah diatur dengan tegas dalam
Pasal 79 butir ¢ di dalam Undang-Undang No.
29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
yaitu “Dipidana dengan pidana kurungan pa-
ling lama satu tahun atau dengan paling
banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah).

Dari penjelasan pasal diatas, makna dari
kalimat “segala sesuatu yang diketahuinya” ji-
ka dihubungkan pada layanan medis secara
online artinya segala fakta yang didapat oleh
dokter dalam pelaksanaan layanan medis seca-
ra online mulai dari anamneses, gambar
penyakit yang dikirim oleh pasien, pemberian
difrensial diagnose hingga rekomendasi obat
kepada pasien adalah menjadi kewajiban seo-
rang dokter untuk menjaga kerahasiaannya.
Seperti halnya pada layanan medis secara
konvensional maka tanggung jawab hukum
dokter dengan menggunakan layanan medis
berbasis online juga harus memenuhi keten-
tuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Tanggung jawab dokter dapat diminta-
kan apabila dokter telah benar melakukan
kesalahan atau kelalaian. Hukum yang menen-
tukan bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu

jika dokter telah melakukan kesalahan atau

kelalaian dan yang dapat menentukan salah
atau tidaknya seorang dokter adalah hakim
perlu juga diketahui bahwa delik ini adalah
delik aduan dimana perkara itu tidak dapat di
usut tanpa pengaduan dari orang yang dirugi-
kan dalam hal ini pasien sebagai penderita
kerugian.
c. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam
Hukum Administrasi

Tanggung jawab hukum dokter dalam
bidang administrasi adalah tanggung jawab
dokter yang berkaitan dengan persyaratan ad-
ministrasi yang menyangkuta kewenangan
dokter dalam menjalankan tugas profesinya.
Dalam lingkungan kesehatan pelanggaran ini
disebut pelanggaran administrasi yaitu jika
seorang dokter melanggar hukum tata usaha
negara. Sebagai contoh tindakan dokter yang
dikategorikan pelanggaran administrasi adalah
menjalankan praktik tanpa izin dari pemerin-
tah, melakukan tindakan medis yang tidak se-
suai dengan izin yang diimiliki, melakukan
praktek dengan menggunakan izin yang sudah
daluwarsa dan tidak membuat rekan medis,

Menurut peraturan yang berlaku, jika
seseorang yang telah lulus Pendidikan kedok-
terannya dan diwisuda sebagai dokter tidak
serta merta boleh melakukan pekerjaan dokter.

la harus lebih dahulu mengurus lisensi agar
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memperoleh kewenangan dimana tiap-tiap
jenis lisensi memerluka basic science dan
mempunyai kewenangan sendiri-sendiri.

Sebenarnya pada praktik kedokteran
tidak dibenarkan melakukan tindakan medis
yang melampaui batas wewenangnya. Seperti
seorang dokter ahli kandungan yang mampu
melakukan operasi amandel namun lisensinya
tidak dapat membenarkan dilakukan tindakan
medis tersebut. Jika ketentuan tersebut dilang-
gar maka dokter dapat dianggap telah mela-
kukan pelanggaran adminsitratif dan dapat di-
kenakan sanksi administratif misalnya pembe-
kuan lisensi untuk sementara waktu.

Dasar adanya hukum administrasi ini
bersumber pada ketentuan Pasal 23 Ayat (3)
juncto Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelas-
kan dalam menyelenggarakan pelayanan kese-
hatan tenaga kesehatan wajib memiliki izin
dari pemerintah dan tenaga kesehatan sebagai-
mana dimaksud dalam pasal 23 harus meme-
nuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak
pengguna pelayanan kesehatan, standar pela-
yanan dan standar prosedur operasional. Ter-
kait dengan kewajiban memiliki izin praktik,

Merujuk ketentuan diatas dapat diartikan
bahwa tanggung jawab dokter dalam hukum

administrasi berupa sanksi administrative ya-

ng dapat dijatuhkan terhadap dokter apabila
dokter telah melalaikan kewajiban melakukan
sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diper-
buat oleh seorang dokter, baik mengingat
sumpah jabatannya maupun mengingat sum-
pah sebagai dokter, mengabaikan sesuatu yang
seharusnya dilakukan oleh dokter dan melang-
gar ketentuan menurut atau berdasarkan Un-
dang-Undang No 29 tentang Praktik Kedok-
teran dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan.
d. Tanggung jawab hukum sebagai
penyelenggara system elektronik
Berdasasrkan ketentuan Pasal 1 Ayat (6)
Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia
No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selan-
jutnya disebut sebagai UU ITE), mengatur
bahwa :
“Penyelenggara  Sistem  Elektronik
adalah setiap orang, penyelenggara negara,
badan usaha dan masyarakat yang menyedia-
kan, mengelola dan/atau mengoperasikan sys-
tem elektronik baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama kepada pengguna
system elektronik untuk keperluan dirinya

dan/atau keperluan pihak lain”
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Dari ketentuan diatas, penulis mengkate-
gorikan dokter sebagai bagian dari penyeleng-
gara system elektroni karena memenuhi unsur
sebagai orang yang mengelola atau mengope-
rasikan system elektronik baik secara mandiri
maupun bersama-sama yang untuk keperluan
dirinya atau keperluan pihak lain maka segala
akibat hukum yang timbul dari upaya keseha-
tan yang diberikan kepada pasien melalui
online dapat di pertanggungjawabkan berda-
sarkan ketentuan UU ITE.

Selanjut Pasal 15 Ayat (1) UU ITE,
telah memberikan kewajiban bagi setiap pe-
nyelenggara untuk menyelenggarakan sistem
elektroniknya cara andal dan aman serta ber-
tanggung jawab terhadap beroperasinya Sis-
tem Elektronik sebagaimana mestinya. Sejalan
dengan itu dalam Ayat (2) dan Aytat (3),
diatur juga bahwa Penyelenggara sistem elek-
tronik bertanggung jawab terhadap penyeleng-
garaan sistem elektroniknya, kecuali dapat
dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesa-
lahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna
sistem elektronik.

Apabila pada praktiknya dokter sebagai
penyelengara sistem elektronik menimbulkan
kerugian terhadap pasien maka dasar tuntu-
tanya dapat diajukan berdasakan Pasal 38 A-
yat (1) UU ITE yang mengataur setiap orang

dapat mengajukan gugatan terhadap pihak
yang menyelenggarakan sistem elektronik dan
/ atau menggunakan Teknologi Informasi yang
menimbulkan kerugian. Selanjutnya timbul
pertanyaan sebagai konsekwensi dari rumusan
Pasal 15 UU ITE tersebut, apakah dalam prak-
tiknya nanti, pola pertanggungjawaban penye-
lenggara sistem informasi akan didasarkan
atas prinsip kesalahan (liability based on
fault), praduga selalu bertanggung jawab (pre-
sumption of liability), praduga selalu tidak
bertanggung jawab (presumption of nonliabi-
lity), tanggung jawab mutlak (strict liability),
atau pembatasantanggung jawab (limitation of
liability).

Sehubungan dengan itu tanggung jawab
dokter sebagai penyelengara sistem elektronik
harus diberi batasan hanya mengenai tanggung
jawab yang berhubungan dengan kewajiban
profesinya atau yang hanya berhubungan
dengan bidang kesehatan pada layanan medis
online tersebut, misalanya transaksi terepeutik
melalui online yang apabila dilanggar dan
pihak pasien mengalami kerugian maka dasar
tuntutan ganti kerugiannya didasarkan pada
wanprestasi dan Pasal 38 Ayat (1) UU ITE.

Secara objektif tanggung jawab seorang
dokter pada pelaksanaan layanan medis online

dalam kaitannya sebagai penyelenggara sistem
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elektronik, lebih tepat jika menempatkan prin-
sip kesalahan pembatasan tanggung jawab (li-
mitation ofliability) sebagai dasar tanggung ja-
wab dokter karena ada banyakpermasalahan
yang dapat ditimbulkan pada layanan medis
online ini yang merupakan diluar dari kesela-
han dokter dan tidak semua keselahan yang
terjadi pada layanan medis online ini dapat
dilimpahkan kepada dokter. Seperti halnya
jika terjadi kegagalan sistem pada layanan me-
dis online yang menyebabkan sistem tersebut
tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 28 UU ITE, penyelenggara sistem
elektronik bertanggung jawab terhadap penga-
manan dan perlindungan sarana dan prasarana
Sistem Elektronik. Jika terjadi kegagalan ter-
hadap suatu sistem informasi yang menga-
kibatkan sistem menjadi tidak berjalan seba-
gaimana mestinya, maka yang akan dituntut
disini adalah pemilik dari aplikasi tersebut
karena posisi perangkat lunak (software) atau
tanggung jawab terhadap jasa yang digunakan.

Berdasarkan dari uraian di atas maka
dapat disimpulkan, tanggung jawab hukum
dokter dalam memberikan Pelayanan Keseha-
tan online apabila pasein mengalami keregu-
ian, baik itu karena kesalahan yang telah
dilakukan oleh dokter dalam keadaan lalai

atau sikap tidak berhati-hati maka pihak yang

dirugikan (pasien) harus membuktikan terleb-
ih dahulu bahwa benar adanya kesalahan
dokter dalam memberikan pelayanannya. Na-
mun karena tindakan yang dilakukan dokter
pada layanan medis online hanya menyangkut
konsultasi online saja maka sulit untuk mem-
buktikan terjadinya kesalahan profesi karena
dokter masih menganggap belum terjadi per-
janjian terepeutik pada layanan medis online.
V. KESIMPULAN

Hingga saat ini, belum ada pengaturan
yang detail tentang layanan medis berbasis on-
line baik dalam ketentuan perundang-unda-
ngan maupun dalam ketentuan kode etik ke-
dokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedok-
teraan sejauh ini belum dapat dijadikan ruju-
kan atas penyelenggaraan praktik kedokteran
dengan menggunakan layanan medis berbasis
online. Oleh karena itu, sudah saatnya penga-
turan tentang layanan medis berbasis online
memilki aturan khusus dalam hukum nasional
agar dapat menjawab tuntutan perkembangan
tek-nologi praktik kedokteran serta memberi
kepastian hukum baik itu praktisi kesehatan
maupun pengguna layanan medis berbasis

online.
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Tanggung jawab hukum dokter dalam
memberikan Pelayanan Kesehatan berbasis
online adalah tanggung jawab hukum secara
perdata, pidana, dan administrasi, sedangkan
tanggung jawab profesi akan ditindaklanjuti
sesuai dengan prosedur yang ada pada kode
etik kedokteran. Adapun bentuk penyelesain
sengketa pada layanan medis bebrasis online,
para pihak dapat menempuh proses penyele-
saian sengketa jalur non litigasi yaitu penyele-
sain sengketa melaui mediasi karena proses ini
lebih cepat dan murah, serta dapat membe-
rikan akses yang lebih besar kepada para pihak
untuk menemukan penyelesaian yang memu-
askan dan memenuhi rasa keadilan sehingga
jalur mediasi lebih efektif dan efisien diban-
ding dengan penyelesaian sengketa melalui
jalur litigasi (pengadilan) yang membutuhkan
biaya dan memakan waktu karena sistim
pengadilan konvensional secara alamiah dalam
diri para pihak saling berlawanan sehingga
seringkali menghasilkan satu pihak sebagai
pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak
yang kalah
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